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GUBERNURGORONTALO

PERATURANDAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 1.5TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 02 TAHUN
2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENEGAH DAERAH PROVINSI

GORONTALO TAHUN 2012-2017

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNURGORONTALO,

I

Menimbang

Mengingat

: a.' bahwa dalam rangka penyelarasan program sesuai situasi dan

kondisi pada saat ini dan menindaklanjuti hasil pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan RPJMD,maka untuk memenuhi ketentuan pasal

282 dan 283 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah

Provinsi Gorontalo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan 'Jangka Menegah Daerah ProYinsi Gorontalo Tahun

2012-2017, pe,.lu direvisi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
i

huruf a, perlu membentuk IPeraturan Daerah Provinsi Gorontalo

, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah ProYinsi Gorontalo Nomor
I I I

02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah ProvinSi Gorontalo Tahun 2012 - 2017;

: 1.
1
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

I I

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
i I

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Le~baran Negara ~epublik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000" tentang Pembentukan
I

ProYinsi Gorontalo (Lembarah Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia
; .

Nomor 4060);



•

3.• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

i Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

I Tambahan L~baran Negara ~epublik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15. Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
I I

I Pengelolaan,dan Pertanggungjawaban KeuanganNegara (Lembaran

I Negara Republik Indonesia ;Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

5. : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
,

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
! I _I

. Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lernbaran Negara Republik

: Indonesia Nomor 4421); I I

6. Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

, Undang NomoI' 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

. Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Letnbaran Negara Republik Indonesia Tilhun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik IndorlEisiaNomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
;

I Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara

i Republik Indonesia Nomor 52~4);
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11. Peraturan Pem~rintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang RencanaKerja
I ! -i~,\.~,

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

! Nomor 74,: Tambahan LJmbaran Negara Republik Indonesia

i Nomor 4405); i

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
;

: Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

: 2005 Nomor 140, Tambahan: Lembaran Negara Republik Indonesia
III

, Nomor 4578); ,
i : ~

13. Peraturan Pemerintah NomOI"79 Tahun 2005 tentang Pedoman

: Pembinaanda~ Pengawasan~enyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

14. Peraturan Pemerintah Nomqr 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
, ,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

: 82,Tambahan Lembaran Neg~ra Indonesia Nomor 4663);

15. P~raturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007
, 1"'1'

tentang Laporan Penyelenggaraan Pem'~rintah Daerah kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertangd~ngjawaban Pemerintah
I

Daerah kepada DPRD dan, Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4693);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara RepubJikIndonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembar~n Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741);'

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

car-aPenyusunan, Pengendalian dan Evalubsi PelaksanaanRencana

Pembangunanl Daerah (Lembaran Nega:2a Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

l'



19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RencanaTata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 48, Tambah;,m Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4833);

20. Peraturan Pemerintah Nomdr 23 Tahun 2011 tentang Perubahan
I "

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
!

cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
i

Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
, ,

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
• ~ I I if.;

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Rrwublik Indonesia Nomor
• • ~ f j .f

5209);

21. Peraturan Presiden Nomor' 5 Tahun 2010 tentang Rencana
iii
, • I
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014

I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
'"

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

22. Peraturan Mehteri Dalam N~geri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

PedomanPengelolaanKeuanban Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
I I I

tentang Perub~hanAtas Per~turan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 t~ntang PedomanPengelolaanKeuanganDaerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata cara PenY,usunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

24. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomqr,4 Tahun 2011 tentang

RencanaTata Ruang Wilayah Provinsi Gorb.htaloTahun 2010-2030

(Lembaran daerah Provinsi! Gorontalo Tahun 2011 Nomor 4,

Tambahaan Lembaran Daerah ProvinsiGorontalo Nomor 02);
I !

25. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan;Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun

2007-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009

Nomor 03);

26. Peraturan Daerah Nomor, 02 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun

2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012

I Nomor 02);
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Dengi:m Persetujuan' Bersama~;.;,;
'W"

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE~H PROVINSI GORONTALO
;... ; . '~ii\

. . dan: " .
; I

GUBERNURGORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
. I

PERA11JRAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI

GORONTALO TAHUN 2012 - 2017.

..

..

l'

(lr;~
WINARNI MONOARFA

Ditetapkan di Goron

pada tanggal].l

GUS RO

Pasal1

Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02 TahLin 2012 tentang Rencana
I .' I

Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2017 (lembaran
, , ,

Daerah Provinsi porontalo Tahun 2012 .NO"1or 02), diubah sehingga berbunyi
I I ,

sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan D~erah ini.
i

Pasal2

Peraturan Daerah irli mulai berlaku pada tanggal'diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,: memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
I i I

dengan penempatarmya dalam Lembaran Daerah P'rovinsi Gorontalo .

Diundangkan di Gorontalo
I

pada tanggal 11 November 2013 I

SEKRETARIS DAERAH PRO NSI GQRONTALO,

•

•• I ~';~~.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR..;l5
f

;



I

PENJELASAN

ATAS

PERATURANDAERAH PROVINSI GORONTALO

NO~OR 1r 5 TAHUN 2013
I '

TENTANG

PERUBAHANATAS PERATURANDAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH

PROVINSI GORONTALO TAH,UN 2012 - 2017

I. UMUM

Kebijakan otonomi daerah menjadi sebuah: framework bagi Pemerintah Daerah

dalam merumuskan dan memformulasikan penyusunan kebijakan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenang'an, kebutuhan dan kemampuan daerah

dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab

daerah. 5esuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah sebagairnana telah diubah untuk kedua kalinya dengan

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008, penyelenggaraan; ,

Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan memuat azas desentralisasi Dan tugas

pembantuan dengan otonomiseluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai upaya mengaktualisasikan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

Pemerintah Provinsi Gorontalo ~elah merumuskan berbagai kebijakan yang memiliki

konteks dan fungsi berbeda. Kebijakan Pemerintah Daerah disusun untuk memberikan
,

peningkatan pelayanan, peran serta, prakarsa, dan pember~ayaan masyarakat yang
I

bertujuan pada. peningkatan kesejahteraan rakyat. Inti dasar proses penyusunan
, ,

kebijakan yang ada, diarahkan untuk optimalisasi dan pemanfaatan berbagai sumber

daya (resources) yang dimiliki 'Provinsi Gorontalo sesuai dengan kewenangan yang

dimiliki, kemampuan, dan kebu,tuhan daerah.' Pertimbangan lainnya adalah dengan

memperhatikan kekhasan dan keunggulan yang ada.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menenga~ Daerah Provinsi Gorontalo 2012-2017 menguraikan
I

tentang arah pembangunan yang ingin dicapai ,Provinsi GorontaJo daJam kurun waktu
; ; I

5 (lima) tahun, yang disusun berdasarkan' Visi dan Misi Kepala Daerah dan

berpedoman pa,da RPJPD yang: dijabarkan kEf dalam tujuan, strategi, dan tahapan
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pembangunan jangka menenga~. Namun di t~ngah proses pelaksanaannya, RPJMD
; : :

Provinsi Gorontalo 2012 - 2017 perlu dilakukan penyempurnaan dan penyelarasan

(revisi) lebih I~njut, terkait k~nsep dan substansi yang telah termaktub. Adapun

pertimbangan ~evisi atau peru~ahan RPJMD:Provinsi Gordntalo Tahun 2012-2017
; t !

antara lain sebagai berikut:
I I I

1. Adanya beberapa indikator kinerja yang perlu penyelarasan lebih lanjut;

2. Adanya bebclrapatarget indikator kinerja yang belum sepenuhnya memperhatikan

kemampuan isumber daya;

3. cakupan/nomenldatur program dan kegiatan yang perlu disempurnakan Jebih

lanjut;

4. Adanya bebEfrapakebijakan iserta program/kegiatan pembangunan yang bersifat
. I

prioritas dan strategis Provinsiyang belum termuat di dalam RPJMDlama;
: I I

5. Perlunya penyesuaian data dan angka~angka pada gambaran pengelolaan

keuangan d~erah serta kerangka pendanaan denganindikasi rencana program
I ' ~
'i:

prioritas disertai kebutuhan pendanaan.

6. Adanya Perubahan Struktur OrganisasiTata IKerja (SOTK) Provinsi Gorontalo Tahun

2013.

II. PENJELASANPASALOEMI PASAL1

Pasal 1

Cukupjelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHANLEMBARANDAERAHPROVINSIGORONTALONOMOR~3..

" : ,~
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